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PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERHUBUNGAN

JI. Padang Tujuh - Sukamenanti Telp. (0753) Fax. (0753)
Simpang Empat - Pasaman Barat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.4/004/SK/DISHUB/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3
dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu
menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);

b. bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan
Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat,
diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Utama
(IKU) OPD Dinas Perhubungan.

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
dengan  Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Pasaman Barat tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman
Barat Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, tentang
Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok
Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat dalam Provinsi
Sumatera Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 153 dan tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan lembaran negara Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009
tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3
tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat
tahun 2016-2021;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1
tahun 2018 perubahan atas peraturan Daerah Nomor 23
tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 124 Tahun 2016
tentang Indikator Kinerja Utama tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

: Indikator kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perhubungan

Kabupaten Pasaman Barat, dengan rincian sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan
dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam

lampiran peraturan ini, bertujuan untuk :

a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan
diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja
organisasi.

b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan
sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kiner;j
dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU, dimanfaatkan untuk :

Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
Penetapan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Organisasi Perangkat Daerah

oo

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 16 Januari 2023
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